
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

NOMOR   2   TAHUN 2011 

TENTANG 

RETRIBUSI JASA USAHA  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

Menimbang : a. bahwa dengan   ditetapkannya Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2009  

tentang  Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat yang  termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha 

perlu disesuaikan dengan  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

dimaksud; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  dalam  huruf a 

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang  Retribusi Jasa Usaha; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan  Pokok 

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  2824); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981   tentang   Hukum    Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; 

4. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya  Tanaman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478 ); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4355); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4389); 
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7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 85, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4411) ; 

8. Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah   

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  

Antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,  Tambahan Lembaran    

Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; 

10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. 154, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5078); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor  27 Tahun 1983 tentang   Pelaksanaan 

Hukum  Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor  27 Tahun 1983 

tentang   Pelaksanaan Hukum  Acara  Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5145); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor  49 Tahun 2002 tentang   Tarif Atas jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002  Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4224), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor  49 Tahun 2002 tentang  
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Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada 

Departemen Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4362); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman  

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor   4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   4606), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 

tentang  Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor   4854); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor   4737); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian 

dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   5161); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Petunjuk 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk 

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan  Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera 

Barat; 

22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang 

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat. 

Dengan Persetujuan bersama   

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

dan 

GUBERNUR SUMATERA BARAT 

M E M U T U S K A N :                                                                

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  JASA USAHA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan      : 

1. Daerah adalah  Provinsi Sumatera Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

3. Gubernur  adalah Gubernur Provinsi Sumatera Barat . 

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang memungut Retribusi. 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau Modal yang merupakan kesatuan, baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan    usaha yang meliputi perseroan 

komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha 

milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, 

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social 

politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak 

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek 

Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan   

Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan . 
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9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah, Daerah berupa usaha dan pelayanan  yang 

menyebabkan barang, failitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikamti oleh 

orang pribadi atau Badan. 

10. Jasa Usaha  adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan 

menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor 

Swasta. 

11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 

pembayaran atas pelayanan pemakaian / pemanfaatan kekayaan Daerah.  

12. Retribusi tempat penginapan dan Asrama/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya disebut 

Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyedian tempat Penginapan dan 

Asrama/Pesangrahan/Villa yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk 

mess. 

13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut dengan Retribusi 

adalah pembayaran atas pelayanan penyedian bibit  untuk dijual yang diperlukan oleh 

Daerah. 

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-

undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk 

pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi 

wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah 

yang bersangkutan. 

16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti 

pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas 

Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur. 

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat 

ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat 

ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena 

jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 

terutang. 

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk 

melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

20. Pemeriksaaan adalah serangkaian, kegiatan menghimpun dan mengolah data, 

keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektih dan professional 

berdasarkan suatui standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban  Retribusi Daerah  dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 


